
BIIPATI TIORA"IA UTARA
PROVINSI SULI\IPESI SELITTAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2014

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2O14 yang sementara dilaksanakan tidak sesuai dengan
keadaan dan kondisi daerah sehingga perlu diubah dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah teralhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O08 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan
Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 1Ol, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4385);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O05 tentang Staldar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan I-embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (t.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 82, Tambahar lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;



-3-

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tafr;un 2O13 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2OlO
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2010 - 2O30 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun
2O10 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun
2O1O tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (kmbaran Daerah
Kabupaten Torqia Utara Tahun 2O1O Nomor 5, Tambahan
kmbaran Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2O1O
tentang Organisasi dan Tata Keda Lembaga Teknis Daerah dan
Lembaga L^ain (Lembaran Daerah Kabupaten Torqia Utara
Tahun 2010 Nomor 9);

20. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Torqja Utara
Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun
2O13 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TORA"IA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2013 TEIYTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORA"IA
UTARA TAHUN 2014.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2Ol3
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 (Berita
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 7), diubah
sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingsa berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 3

(1) Rencana Keda Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2Ol4
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,
rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Menetapkan
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(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman atau landasan dalam
penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA),
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan sekaligus
sebagai dasar dalam pen5rusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Torqia Utara
Tahun Anggaran 2014.

(3) Materi Muatan Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun
2O14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada A 4€ustus ,l

BUPATI A

FREDE SORRING

Diundangkan di Rantepao ,
pada tanggal 3"r A3-.rs.;,_rs 1014

DAERAH
KAB TO A UTARA,

tsI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA TAHUN 2014 NOMOR fi

ASISTE!"1

I
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